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ARSTRAK

Undang-Undang Momor 4 Tabun 2007 mulai berlaku tanggal 16 Agustus
SU0T menggantikan Undang-Undung Nomeor | Tahun 1995 tentang  Perseroan
Terbatas karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuban
masyarakat. Terdapat bhal-hal baru dalam UUPT tersebut antara lain  larangan
cepemilikan silang (cross folding) saham dalam scbuah PT. Perseroan dilarang
mengeluarkan sabam baru untuk dimiliki sendin baik secara langsung maupun tidak
BEngsung,

Rumusan masalah dalam penulisan tesis inl adalab  bagaimana implikasi
cukum terhadap larangan kepemilikan silang {crosy holding) sabam  perseroan
werbatas setelah berlakunya UUPT dan upaya apa vane dapat dilakukan untuk
—enyelaraskan pengaturan larangan kepemilikan silang {cross folding) sesuai dengan
CUPT. Teori yang digunakan dalam membabhas masalah im adalah Teori Organ dari
oo von Ciierke dan Teon Efektifitas Hukem oleh Lawrence W, Friedman. Metode
mendekatan masalab yang digunakan  adalah normatif, penulisan ini bersili
Zeskriptit apalitis dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan analisis
werhadap asas-usas, Tekmk dokumentas: dilakukan dengan metode dokumenter, alat
cengumpulan bahan dikelompokkan berdasarkan golongan, dan cara pengolahan
czhan hukom dilakukan secara deduktif.

Kepemilikan silang (cross holding) memberi implikasi hukum terhadap
cermodalan suatu perseroan terbatas, pemegang saham minoritas, dan manajemen
serseroan  lerbatas, Upaya yang dapat dilkukan guna menvelaraskan larangan
cepemilikan silang (cross holding) saham sesual dengan Undang-Undang Nomar 40)
Czhun 2007 tentang Perseroan Terbatas vaitu dengan jalan dialihkan kepada pihak
vzng Odak dilareng dan melaksanakan hak  individual serta hak derivatif dari
semegang saham minoritas

Pasal 36 UL Mo, 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang
=rangan kepemilikan silang (cross halding) saham, tetapi tidak ada satu pasalpun
zlzm LUUPT dimaksud yang mengatur tentang sanksi apabila larangan terscbut
Ziizngpar. (leh karena it Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentanp Perseroan
Cerhatas harus disempurnakan guna memberikan kepastian hukum bagi pihak vang
szrazit dalam sebuah perseroan terbatas.



BAB I

PENDAHULUAN

* Latar Belakang

SNepara Indonesia adalah sebuah negara besar, baik ditinjau dari jumlah
semcuduknya maupun dari fuas wilavahnya, Sebagal negara besar yang hidup
Ser=svarakal dengan negara dunia Jaimnya maka bangsa Indonesia tidak hisa
menchindar dan mengelak dari perkembangan vang senantinss selalu mengalami
serwembangan di segala bidang.

Perkembangan yang terjadi dalam dunia perckonomian dikarenakan salah sat
woemmva wlalah pesatnya Kemaguan teknologn dan informatika vang menjadikan
sencaruh perhedaan antara ruang dan wakm semakin dipersempil, baik dalam
Teize=anzan. bentuk dandatau variasi transaksi maupun hal lainnva yang lermasuk
Salzm akniftas perckonomian lamnya,

Kemajuan <1 bidang ekonomi i era modern ini sudah barang tentu
=emeriukan adanyva suatu pavung hukum vang secara khusus dapat dipergunakan
seozzal perangkat pedoman untuk menentukan dan sebagai peganpgan dalam

cmjalankan bisnis vang baik pada khususnya dan perckonomian nasional secara

Undang-Undang Dasar 1943 telah mengatur lentang aturan-aturan hukum

czmz berkenaan dengan kehidupan ekonomi masvarakat Indonesia, Secara khusus
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pengaturan tentang Perekonomian Masional dan Kesejahterzan sosial diatur dalam
Hab [V Pasal 33 dan Pasal 34, Bunyi Pasal 33 ULID 1945 adalab sebagai berikut :

(1) Perckonemian disusun sebago usaha bersama berdasar atas dasar asas
kekeluargaan.

(21 Cabang-cabang produksi yang penting bagi nepara dan vang menguasai
hajat hidup erang banvak dikuass oleh nepara,

(31 Perekonomian nasional diselanggarakan berdasar asas demokrasi dengan
prinsip  kebersamasm, efisiensi berkeadilan berkelanjulan, berwawasan
lingkungan. kemandirian. serla dengan menjaga keseimbangan kemajuan
dan kesatuan ekonomi nasional,

(4) Ketentuan lebibh lanjul mengena peloksanaan pasal ini diatur dalam
unpdang-undang.

Guna menindaklaniutt amanat dalam Pasal 33 ULD 1943 dimana fercapainva
stz-cita hukum yang termuat dalam pasal dimakswd, pemenntah telabh mengeluarkan
serbazal peraturan perundang-undangan vang mengatur tentang perekonomian dan
-i=mis. Halah satu dan perangkat hukum tersebut adalah peraturan tentang Perseroan
Terhatas sebagal salah satu bentuk usaha dalam bidang perekonomiom. Perseroam
D =rhatas merupakan badan hukum vang paling diminati saat ini, Hampir setiap orang
~=mz memiliki modal menengah ke atas memilih berinvestasi atau melakukan bisnis
Zemzan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT). Tangzung
rwzh pemegang saham pada PT hanya sebatas besarnya ssham yang dimmlika,

w==ongra apabila terjadi sesuatu pada PT teesebut, maka harta kekayaan pribadi si

rermzoang saham aman dan tidak boleh diganpgu pugat.
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Menwrut Bagir Manan. Perseroan Terbatas mempunvai arti penting dalam
cahidupan perekanomian karena '
Memungkinkan pengerahan dana masyarakal untuk pengembangan perusahaan
melalul pemilikan saham perseroan:

I Memberi kesempatan kepada masvarakat untuk ikut serta dalam  kegiatan
ekonomi yang dapat memberi keunfungan:
Perseroan secara langsung berada di bawah kontrol masyvarakal melaln pemegang
saham dan mekanisme pasar modal.

Dalam  kehidupan  sehari-harl terasa sangat akrab dan tdak asing jika
mendengar kata Perseroan Terbatas (PT) dan selalu terbayang  adalab sebuah
~erusahaan vang menjalankan usaha dengan tjuan untuk memperoleh keunungan.
Serbagai literatur hukum menulis bahwa istilah T yang digunakan dewasa ini
Zolumva dikenal dengan istilah Naamdoze Vennootschaap disingkat NV, Bagaimana
=2 muasal digunakannya istilab Perseroan Terbatas dan disingkat PT tidak dapat
Ziziusuri. Sebutan terscbut telah menjadi baku di dalam masvarakat bahkan jugs
sroakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, nusalnya ULPT Mo, 44
Tabun 2007

Pl merupakan salah satu badan usaba vang olch hukum diakui secara legas

semzoal badan hukum vang dibebam hak dan kewsajiban. Hukum mengakom pula

Faent Ashadie, Hekwm Binds, Privsdp dan Peletvanaannye &8 Indonesla, Raja Grafindo
Femimds, Jakarta, 2005, hal. 53,
Hidwan Khairandy, Perseroan Terbatas Scbagai Badan Hukum, Jeenal Figtien Blinis, Volume
=-%o. 3. Jakarta, 2007, hal, 5.
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s=wwz badan hukum merapakan subjek hukum vang dapat mengadakan bubungan
~owum dengan berbagai pihak layaknya seperti manusia.

Bentuk PT merupakan bentuk vang lazim dan banyvak dipakai dalam dunia
ena 41 Indonesia karena 1" meropakan asosiasi modal dan badan hukam yang
—=ndirl Bentek badan hukum PT im datang dan hukum dapgang Belanda, Wethoek
o Kooaphande! (WvK) dengan singkatan NV atau Naamiloze Venncotschap. yang
cochatannya juga lama digunakan di Indonesia sebelum diganti dengan singkatan
=7 =zbhenamya bentuk inl berasal dar Perancis dengan singkatan SA atau Sociere
“momme vang secara harafiah artinya “perseroan tanpa nama®. Maksudnya adalah
se=wz PT jtu tidak mepgpunakan nama salah seorang atau lebih diantara parea
memerang sahamnyva, melainkan memperoleh namanya darl tujuan perusahaan saja
Pa=al 36 KUHD).?

Schapaimana sudah discbutkan scbelumnys PT  merupakan bentuk badan
s kegiatan ekonomi yang  paling  disukai saal  ini, karena disamping
semcoungjawabannya yang bersifat terbatas, PT juga memberikan kemudahan
e oemilik (pemegang szham) nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada

woun orang) dengan menjual seluruh sabam yvang dimibkinya pada perusahaan

oo Bal Widjava, Fwbies Perpsalaon Perseroon Terbalas, Khases Pealaman atas Udang-
mooms Somor | Tabun TEOS, Megapoin, [ndoresia, 2006, hal. 1
C Aemad Yant & Gunowan Widiaga, Seed Hukper Bivnis, Porveroon Yerbatar, BEaga Grafindo
S==mw [zx=ria. 3000, hal. 1.
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PENUTUF

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan permasalahan dan pembahasan sepert] yang telzh

dikemukakan di atas, maka ada beberapa hal vang dapat disimpulkan, vaitu:

o

Implikasi bukum terhadap Jarangan kepemilikan  silang {cross holding)
saham dalam sebuah persercan terbatas, batk secara langsung maupun bdak
langsung vang dimiliki sendini dalam satu perseroan terbatas. menimbulkan
kerugian hagi pemegang saham minoritas dan penerimaan pajak negara.
Alusan  pelarangan  kepemilikan  silang  (crosy  folding)  adalah  tidak
lercapainva penambahan modal dalam penerbitan saham perseroan. tidak
adanva perlindungan hukum  terhadap pemegang saham minonlas dan
managjemen  perusahasn vang  Gdak  indepenpenden  disebabkan  adanya
percampuran antara pengurus dan pemilik.

PPenyebab pelaku usaha menjalankan prakiek kepemilikan saham silang (cross
hodding)  saham  yailu  dapat  mengendalikan  perusahaan. menjalankan
perusahaan dengan biava murah. dan dapat menghemat dalam hal pengeluaran
pajak.

Prakick larangan kepemilikan silang (crass holding) saham vang diatur dalam

Pasal 36 Undang-Undang NMomor 40 Tahun 2007 Tentanyg Perseroan Terbatas
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tidak dikuti dengan adanya sanksi, Adanya pelarangan yang tidak bkut

denpgan sanksi bherarti peraturan terschbut hanva scbagai hiasan dan tidak

mempunyai kekuatan memaksa, Schingga apabila terjadi kepemilikan silang

{cross holding) tidak ada pasal vang dapat dikenakan dann Undang-Undang

NMomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Guna menyesiaikan larangan kepemilikan silang (eross holding) sabam dapat

dilakukan upayva . yaitu

a. Penpalihan sabam yvang termasuk dalam kelompok kepemilikan sabam
silang (crosy folding) kepada pibak vang tidak dilarang menurn Undang-
Undang Nomot 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

h. Pelaksanaan Hak Individual dan Hak Derivatif dari Pemegang Saham.
vaitn dapat mengajukan gugatan terhadap Direksi/Komisaris ke muka

pengadilan neger setempat

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari rumussn masalab dan pembabasan vang

telah divraikan <i atas, maka penulis menyvarankan :

1.

Adanya larangan kepemilikan silang (cross holding) sabam dalam Pasal 36
Undlang-Undang  Perseroan Terbatas  tidak  ditkuti dengan sanks1 wang
mengatur apabila larangan tersebut dilangpar, Sehingpa dapat dikatakan

larangan tersebut hanva sebagal norma hukum yang tidak sempurna karena
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